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Analysis of Current City Planning

What happened to Indonesian cities?

Challenges Ahead for the Cities
terkini

perencanaan,
NCANA
RINCI DAN

Understand the forces that influence/has
impact to cities?

RATURAN
ZONASI

(NSPM Penataan
Ruang)

Recent Issues in City Planning

Learn from cases/practice how to respond to
these issues

NSPM Penataan Ruang

Ketentuan Rencana Rinci dan Peraturan Zonasi
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'I Problems/Constraints

- Not strong vision/objective
What happened . Narrow view of planning : detached from

to Indonesian global issues.
Cities? - Loosing the opportunities & potential

- Lack of entrepreneurship & marketing

- Short term solution, unsustainable
practice & non-coherent planning
- Patching up work/’gali lubang tutup lubang’

- Short term view &: Energy (pollution),
transportation (congestion), environment
(climate change), Social & economic
(economic disparity, jobless, social unrest)

- Weak Process: Lack of Enforcement,
Transparency & Democracy

- Good planning, but difficult to implement:
Corruption & lack of enforcement

- Good vision, but not for everyone : public
participation, transparency

- Good action, but slow process : bureaucracy
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2 - Globalization

Challenges - Flexible Accumulation & Movement of
Ahead for the asset & investment, Global Restructuring
Cities of Financial Market

- Changes in Production/Distribution-
Supply Chain,

- Emergence of IT, Space and Time
Compression

- Global Community - cross culture
influence and global identity/branding
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- Urbanization
- more than 50% globally, live in urban

Challenges - pressure on urban poor and environment

Ahead for the - edge/satellite cities, creating traffic &
urban expansion

Cities

Global Warming & Energy Deficiency

- Continuous use and dependence to non-
renewable energy

- Rising price of oil worldwide & energy
Crisis

- Pollution and global heating, rise of sea
level

Decentralization

- More power/authority/flexibility to
regulate and plan the cities

- But, with significant decrease of
state/central government budget

- Readiness of local government
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Recent Issues in City Planning

1. Strategic Positioning of Cities

2. Convergence & Integration of
Distribution & Transportation
Industry

3. Sustainable & Environmentally
Responsive Development

4. Transit Oriented Development

5. City’s Character & Sense of Place
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RASI DAN OPTIMALISASI
PENATAAN RUANG

na Indonesia :

) dan optimalisasi potensi kawasan prospektus
ruang : pengolahan SDM, SDA, IT & Tech,
| sosial dan modal individu

, kompetitif biaya produksi, perijinan, dan
obilisasi dan logistik arus barang, jasa,
2naga kerja

g global dan penguatan ekonomi lokal

encana struktur ruang dan pola pemanfaatan
gsional dan integrasi pengendalian ruang
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NSPM 2010-2017
Penataan Ruang

KELOMPOK NORMA
u PERATURAN MUATAN PENGATURAN

A. ACUAN DASAR Pancasila dan UUD 1945
Dasar pembentukan Perundang- Undangan
B. UNDANG-UNDANG » Kedudukan & Kewenangan K/L terhadap PR
(Min. 43 Acuan) * Penataan Ruang

= Cakupan dan Muatan RTR
= Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

C. PERATURAN PEMERINTAH = Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Min. 29 Acuan = Keterkaitan kebijakan dan strategi pembangunan K/L
= Muatan Perencanaan Tata Ruang

D. PERATURAN PRESIDEN (Min. 13 = Perencanaan Pembangunan Nasional

Acuan RTR Pulau, KSN, & KEK) = Pedoman dan Perencanaan RTR/Kawasan Fungsional
E. PERMEN/KEPMEN = Pedoman Penyusunan RTRWN/P/K dan Rencana Rinci
(Min. 14 Acuan & PK RTRW) =  Ketentuan Muatan RTRW dan Rencana Rinci
= Arahan & Ketentuan Pengendalian Ruang
F. PERATURAN DAERAH = Kewenangan pemerintah daerah dan perangkat OPD
(Min. 9 Acuan provinsi & 6 Acuan = Rencana Pembangunan Daerah/Perencanaan TR

Kab/Kota)
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BAB | KETENTUAN UMUM

BAB Il Pengaturan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
PENGATURAN PENATAAN RUANG dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB Il

Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang
PEMBINAAN PENATAAN RUANG

BAB IV -~

<) Prosedur Penyusunan dan Penetapan RTR _—
PELAKSANAAN PERENCANAAN e = b TRTR
TATA RUANG riteriadan ratacara renmadan rembali

BABV Penyusunan dan sinkronisasi program
PELAKSANAAN PEMANFAATAN Pembiayaan program
RUANG Pelaksanaan program

Pengaturan Zonasi

BAB VI 35t
. Perizinan
PELAKSANAAN PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG . Pemberian Insentff dan Disinsentif
. Pengenaan Sanksi

BAB VII Pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengawasan teknis,
PENGAWASAN PENATAAN RUANG pengawasan khusus

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX KETENTUAN PENUTUP
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RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN

RENCANA RINCI TATA RUANG
KABUPATEN

S RENCANA TATA RUANG

KAWASAN STRATEGIS

RENCANA DETAIL
TATARUANG (RDTR)

Batas Waktu :
36 Bulan setelah
Penetapan RTRW

Prosedur Penyusunan :
*Proses Penyusunan
*Pelibatan Peran Masyarakat
Pembahasan Rancangan

Proses Penyusunan :
*Persiapan

Pengumpulan Data
*Pengolahan Data & Analisis
*Perumusan Konsepsi
*Penyusunan Raperda

Prosedur Penetapan :
*Pengajuan Raperda
*Persetujuan Substansi
*Persetujuan Bersama
*Evaluasi Gubernur
*Penetapan Raperda




Keterkaitan Muatan RTRWK, RDTR, PZ, RTBL (1)

RTRWK

RDTR KAB/KOTA

PERATURAN ZONASI KAB/KOTA

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi

penataan ruang wilayah «

engac

2. Rencana struktur ruang

wilayah € e e
A 4
3. Rencana pola ruang wilayah
L, Penetapan kawasan strategis

»5. Arahan pemanfaatan ruang
wilayah

6. Ketentuan pengendalian pe-
manfaatan ruang wilayah —]

1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah (

. Acuan penyusunan rencana pola ruang,

"7 penyusunan rencana jaringan, penetapan
bagian dar wilayah perencanaan yang dipriori
taskan penanganannya, dan penyusunan
peraturan zonasi

r 1. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan —

Materi wajib

- Berisi kegiatan dan penggunaan ruang yang
Diperbolehkan (1), Diperbolehkan Terbatas (T),
Diperbolehkan Bersyarat (B). dan Tidak diperbo-
lehkan (X)

'1. Program Bangunan dan |
Lingkungan

2. Rencana Umum dan
Panduan Rancangan

2 Rmcana PO'; Ruang : Kompiemenier

- Berfungsi sebagai zoning map bagi
Peraturan Zonasi (baik apabila PZ dipisah
maupun disatukan dengan RDTR)

- Skala peta minimal 1:5000 yang dapat
dibagi kedalam beberapa lembar peta

- Terdiri atas zona lindung dan zona budi
daya (zona perumahan, perdagangan dan
jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum,
industri, RTnH, khusus, dan lainnya)

3. Rencana Jaringan Prasarana _J 8cuan

- Sebagai Hierarki sistem jaringan yang telah
ditetapkan dalam rencana struktur RTRW
Kab/Kota

- Meliputi Rencana jaringan pergerakan,
energi/kelistrikan, telekomunikasi, air
minum, drainase, air limbah, dan prasarana
lainnya,

L 3. Ketentuan Tata Massa Bangunan ¢

2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang €——1—

- Ketentuan mengenai besaran pembangunan yang
diperbolehkan pada suatu zona berdasarkan
batasan KDB8 Max, KLB Max, Ketingglan Bangu-
nan dan KDH Max

- Mengatur bentuk, besaran, peletakan dan
tampilan bangunan pada suatu zonasl

L. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
- Mengatur sarana dan prasarana minimum sebagal
kelengkapan dasar fisik lingkungan

5. Ketentuan Pelaksanaan
- Ketentuan variansi pemanfaatan ruang, ketentuan
insentif / disinsentif dan ketentuan untuk
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan PZ
(saat lahan sudah ada sebelum PZ ditetapkan)

mengacu J pada

| 3. Rencana Investasi

L. Ketentuan Pengendalian
Rencana

5. Pedoman Pengendalian
Pelaksanaan

Komponen Rancangan
Terkait :

- intenaitas Pemantastan Lahan |
Tata Bangunan |

.

-

L. Penetapan Bavoian dan Wilayah Perenca
naan yang Diprioritaskan Penanganannya
- Minimum harus memuat Lokasi dan Tema
penanganan

5. Arahan Pemanfaatan Ruang

- Bersifat optional dalam penyusunannya dan
tergantung kebutuhan daerah masing-masing

- Apabila dibuat dalam dokumen RDTR
Kab/Kota memuat program pemanfaatan
ruang utama, lokasi, besaran, sumber
pendanaan, instansi pelaksana, waktu dan
tahapan pelaksanaan

6. Ketentuan Perubahan Peraturan Zonasi

- Ada apabila perda RDTR dan perda PZ terpisah

- Bila Perda RDTR dan PZ menyatu, ketentuan
perubahan PZ mengikuti ketentuan perubahan
perda RDTR

Materi Pilihan (ada bila dibutuhkan)
7. Ketentuan Tambahan

8. Ketentuan Khusus

9. Standar Teknis

10. Teknik Pengaturan Zonasi

|

" Prinsip penataan bangunan
secara fisdk melipud
estetka karakter dan citra
LaNasSan

Daltam hal PZ digabung dengan RDTR

maka mater-maten o P2

menjadi point ke 6 pada RDTR




RDTRK

= Tujuan penataan ruang wilayah
perencanaan
= Rencana jaringanprasarana
= Penefapan Sub BWP yang
dipnoniaskan penanganannya
= Ketentuan pemanfaatan ruang
{pilihan)

1

= Rencana pola ruang
{Zoning Map)

-
s3]
-
(14
c
©
(=]
c
D
i)
=
©
=
e
-
D
(s3]

Peraturan Zonasi

Zoning Text
Ketentuan :

= Kegiatan dan
p:gggunaan lahan kil
= Khusus
» Prasarana dan
sarana minimum
» Pelaksanaan

= Teknk pengaturan
zonasi

» Standar teknis

‘I
= Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
= Ketentuan tata bangunan

RTBL
» Program bangunan dan
lingkungan

= Rencana umum dan panduan rancangan
= Rencana investasi

= Ketentuan pengendalian rencana
» Pedoman pengendalian pelaksanaan




SISTEM PERENCANAAN PENGATURAN ZONASI

INDIKASI ARAHAN
PERATURAN ZONASI ,~"
SISTEM NASIONAL

( Dalam RTRWN ) 4 | Ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional

Pasal 151 ayat (1) Ditetapkan oleh masing-masing menteri sesuai kewenangan

INDIKASI ARAHAN A""‘;'l' Pe":“"“‘ Zonasi
PERATURAN ZONASI Sistem Provinsi

SISTEM PROVINSI
(Dalam RTRWP)

Ketentuan zonasi sektoral pada sistem provinsi

Ditetapkan dengan perda prov
Pasal 152 ayat (1)

Peraturan Zonasi

KETENTUAN UMUM
PERATURAN ZONASI
KAB/KOTA
(Dalam RTRWK/K)

Kabupaten/Kota

Ditetapkan dengan perda kab/kota

Dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, izin, dan
pengenaan sanksi

RTRKSK/RDTR

Pasal 153 ayat (1)
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POINT PENTING PEDOMAN

Peraturan Zonasi merupakon bagion tidak terpisachkon
dori RDTR

Peta Pola Ruang Berfungsi sebagai Peta Zonasi bagi
Zoning Map

Wilayoh Perencanaan dari RDTR disebut sebagai Bagian | -]
Wilayah Perkotaan (BIWP)

Muaton RDTR

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Tujuan Penataan Ruang

Rencana Pola Ruang

Rencana Jaringan Prasarana

Penetapan Sub BWP Yang diprioritaskan
Penangannnya

Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Peraturan Zonasi




Muatan Peraturan Zonasi

Standar Teknis

Materi Wajib :
Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Ketentuan Tata Bangunan
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Ketentuan Pelaksanaan

Materl Pilihan {ada bila dibutuhkan}:

6. Ketentuan Tambahan

7. Ketentuan Khusus

8. Standar Teknis

9. Ketentuan Pengaturan Zonasi

Apabita RDTR tefah disahkan sebagai Perda sebefum disahkannya Pedomaigy  Jis
ini, maka Peraturan Zonasi ditetapkan sebagai Perda tersendiridan >
muatannyameliputi Zoning Map dan Zoning Text

Prosedur Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi dibedakan atas:
Prosedur penyusunan RDTR
Prosedur Penyusunan PZ yang berisi zoning text untuk wilayah
perencanaan {apabila RDTR dan PZ disatukan)
Prosedur Penyusunan PZ yang berisi zoning text dan Zoning Map
{apabila RDTR tidak disusun atau lebih dabubu ditetapkan sebagai
Perda)




|. KETENTLAN LMUM

Kriteria Perencanaan RDTR berikut PZ :

» RTRW kabupaten/kota belumn dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat
ketelitian petanya belum mencapai 1:5000; dan/atau
RTRW kabupaten/kota sudah mengamanatkan bagian dari wilayahnya yang
perlu disusun RDTR-nya.

Llnqkup Wilayah Perencanaan RDTR berikut PZ :
Bagian dari wilayah kabupaten yang akan disusun rencana detail
tata ruangnya dapat merupakan kawasan perkotaan dan/atau

kawasan strategis kabupaten
Bagian dari wilayah kota yang akan disusun rencana detail tata

ruangnya dapat merupakan kawasan strategis kota

Masa Berlaku RDTR berikut PZ :

RDTR berlaku dalam jangka waktu 20 {dua
pulizh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5
{lima) tahun

(Bag ,n\\h\ hKota D)
yang di-RDTR kan




II. MUATAN RDTR

TuJuan PENATAAN BWP RD TR

1 l merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan
arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan didalam RTRW dan alasannya

TUJUAN PENATAAN BWP DIRUMUSKAN
BERDASARKAN

, - Keseimbangan dan keserasian antar bagian Contoh: Mewujudkan
dari wil Kab/Kota, kawasan pusatkota X"

] ) sebagai embrio kawasan
Fungsi dan Peran BWP, iE ke o it i

- Potensi Investasi, ekonomi serta sebagai ikon

kota “X".

- Kondisi Sosial dan Lingkungan BWP,
- Peran Masyarakat dalam Pembangunan, o 'R
- Prinsip-prinsip yang merupakan Penjabaean \

- -
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Rencana pola ruang ROTR terdiri atas:

ZONA BUDI DAYA, yang meliputi:
a) Zonaperumahan

- Kepadatan sangat tinggi
. - Kepadatan tinggi
ZONA LINDUNG, yang meliputi: -Kepadatan sedang
a) Zona Hutan Endung - Kepadatan rendah
b) Zona yang memberi perlindungan terhadap -Kepadatan sangat rendah
e di i Bia diperlukan dapat dirinci lebih lanjut
- zonabergambart kedalam rumah susun rumah kopel. rumah
£ deret, rumah tunggal, rumah taman, dsb
- ZOna resapan air §
o] Zona perindimgan setempat b} Zonaperdagangandan jasa
- sempadan pantai - -Tunggal
zona sekitar danau atau waduk Bia diperfukan dapat dirinci lebih lanjut ke
- sempadan sungai dalam lokasi PKL, pasar tradisional, pasar
- zona sekitar mata air moderen, pusat perbelanjaan, dsb
d) ZonaRuang Terbuka Hijau {RTH) ¢} Zonaperkantoran
-taman RT - Perkantoran pemerintahan =
-taman kota Perkantoran swasta
-taman RW d) Zonasaranapelayanan umum
- pemakaman - Pendidikan
e) Zona suaka alam dan cagarbudaya - Kesehatan
f) Zonarawan bencanaalam - Sosial budaya

- zona rawan tanah longsor

- zona rawan gelombang pasang

- zona rawan banjir

{zona ini digambarkan dalam peta terpisah)
g) Zonandung lainnya.

- Industri kimia dasar
- Industri kecd

- Industri mesin dan logam dasar
- Aneka ndustri



Lanjutan(zona budidaya)....

yvang selalu ada di wilayah perkotaan namun tidak termasuk ke dalam zona
sebagaimana dimaksud pada a hingga f

- Pertahanan dan keamanan

- Tempat pengolahan akhir (TPA)

- Instalasi pengolahan air limbah

- Instalasi penting lainnya

g) Zona lainnya
(zona yang tidak selalu ada di kawasan perkotaan)
- Pertanian
- Paniwisata
- Pertambangan
- Dan lain-lain

h) Zonasi Campuran

- beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu,
seperti perumahan dan perdagangan/jasa




disusun RDTR yang
dilengkapi dengan
AWAJIB Peraturan Zonasi hanya
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan pada wilayah perencanaan 8 & =
lahan (ITBX) e 1
b. Ketentuan intensitas pemanfaatan -_ L. & "5
ruang b. Jika RDTR sudah disusun/
c. ketentuan tata bangunan tidak perlu disusun
d. ketentuan prasarana dan sarana gy —
minimal
e. Ketentuan pelaksanaan

Maka Peraturan Zonasi
disusun terpisah

- PILIHAN

a.Ketentuan tammbahan dan berisikan Zoning Map

dan Zoning Text

b.ketentuan khusus
c. standar teknis \. .
d_Keteniuan pengaturan zonasi




KETENTUAN PERATURAN ZONASI
DALAM PP No. 15 tahun 2010

Peraturan zonasi memuat zonasi pada setiap zona peruntukan:
= Jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan bersyarat, dan
tidak diperbolehkan;

= [ntensitas pemanfaatanruang: | pasal 157 )
» koefisien dasar bangunan maksimum;
> koefisien lantai bangunan maksimum;
> ketinggian bangunan maksimum; dan
» koefisien dasar hijau minimum;

= Prasarana dansarana minimum;dan 1:5.000.

=  Ketentuan lain yang dibutuhkan

v teks zonasi dan
v’ peta zonasi dengan
tingkat ketelitian minimal

Zona peruntukan diatur secara hierarki meliputi:

= zona peruntukan yang dibagi ke dalam sub-sub zona peruntukan;

= subzona peruntukan yang dibagi ke dalam blok-blok peruntukan; dan
= blok peruntukan yang dibagi ke dalam petak/persil peruntukan.
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HIRARKI POLA & STRUKTUR RUANG |

KAWASAN BLOK SUB-BLOK
LAND USE LAND USE LAND UTILIZATION
FUNGSI UTAMA KAWASAN FUNGSI KAWASAN PERUNTUKAN
kawasan zona penggunaan
e d
— Kepadatan Tinggi Rumah Tunggal
Kepadatan Menengah Rumah Deret
Kepadatan Rendah Rumah Susun

dst dst

Perumahan

Komersial

Industri

Pertambangan

Fasilitas Umum
Pemerintahan, Hankam
Pertanian

Transportasi

s TPU

Taman Kota Pengaman Bandara
Sempadan/Penyanggi Sempadan Sungai
dst Pulau Jalan

dst
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1

MLIATAN WALIIB PERATLIRAN Z[INASI
I

Ketentuan kegiatan dan
penggunaan lahan (ITBX)

Contoh Matriks ITBX __

No Zona Zona Perumahan

Kegiatan R1 R2 R3 R4 RS
Perumahan

CONTOH ZONING TEXT

Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (1) :
Ruko, warung, toko, pasar lingkungan,
diijinkan secara terbatas dengan batasan -

3 tidak mengganggu lingkungan sekitamya
KDB maksimum sebesar 60%,
KL.Bmaksimum 1,0-1 8,

KDH minimal 60% dan luas persil_

1. Rumah tunggal B B I ! I [} iumlahmaksimal perbandingan dari masing-
masing kegiatan lahan tersebut dengan
2. Rumah kopel B B I I i jumlah rumah yang ada di blok tersebut
3. Rumahderet B i i i | g 2dalahi:4
1. Townhouse B I I I I Pern:;r’llfaaian Bersyarat Tertentu mM(:;’)om
5. Rumah susun f}};{,’,‘km"(‘,e,w o S,am": ' "
rendah B i i T T menyesuaikan dengan desain arsitektur dari
. rumah-+umah lain yang ada di sekitamya,
6. Rumah susun serta
eh [ dan Ketua RTdan
sedang L R R o
: Rumah susun tinggi ‘ I ‘ f I T T Rumah mewah dan rumah adat difjinkan
‘ dengan syarat -
B. Asrama I I I i i memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan
Ketua RW setem eh
9. Rumah kost 1 i i i i il mm!memmkwolmdemm e
10. Panti jompo X | X i i I dibatasi jumlahnya hanya 5 untuk sefiap blok.

Contoh matriks ITBX untuk Kegiatan Peraanahan dan Perdagangan —Jasa pada Zona Pertsnahan




PENGGUNAAN TEKNIK REPLOTTING DAN RESHUFLING (2)

Selat Tidore

Selat Tidore

T an TR AT -
- RENCANA PENGOUNAAN LAMAN | vein Sy s o - RENCANA PEMBACGIAN 80K
= KAWASAN PUSAT PEMERINTAMAN KOTA SOFS \ N e o — Y AAWASAN FUSAT FEMERINTANMAN KOTA SOFH
'E - - - '1 s l — -
3 { = -t L memrmrvnms svnemas on vamne - : P * e PEPARTINES PYATRIAAN USRUM
o o AT R Y 3 00 9

i




Caritun 1Z2sus (3)
Parngzgizin sluil ~-
1C0iz) SO

Selat Tidore
AV PUSHE FErnsrinianznfor:
SOl (8952)

BLOK-C

N~
llez/ NS

PETA ZONASI KAWASAN PUSAT
PEMERINTAMAN KOTA SOFIF)

n

b
v

(o * DEPARTEMES PEAERIAAN LMLM
e DURER TOMAT A NOEMAL PENATALY W1 AN |




—

manime M\

/7

N\

FLANG TEABNA WA

Xetcrmgan
- s AN

hrs Potadio g nera N ada

LEGAL TEXTHLOK - D
(PKLPK2, KL K2, C1C2,
HILHY, HE KLY

BANTUAN TEXNIS PENYUSUNAN KETENTUAN

PEMANFAATAN RUANG (ZONNG REGLELATION)

KANASAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA SOFIFI
(MALUMU UTARA)

Skala | : 5.0

“ 100
— e—

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIRERTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DINERTORAT FENATAAN REANG MiLAYAR 1Y

KAWASAN PEMERINTAHAN (PK1 & PK2)

L
)

Sifat Penggunaan Ruang

Pada Kawasan Pemorrtatan, pengounan
uang Utk DRranian, indusd! yang
mongoange, Tormngd dan Tempat MRuman
Ddak dperdomthan

Jeais Penggunaan Ruang yang
A

dongen syarad-syarat teonty
Pusat Pelayanan Kota, Fasitas
Ruemat Kaokor (Rban)
Ruman Toko (Ruso). Ruang Tetuc
Mo (RTH) dan Fasitas Otah Rags

Terdapat Faslitas Pestan Kaki, RTH, dan
Penerangan Jalan Umum
Pads kawasan parmerniahan harus teneda
JAregan santasi jarmgan Grainase, anrgan
ar bersi, jaringan lairik dan pringan
Telehomundan

Luss waping yang capat dbangun mnemal
130 m2., dengan panang bangunan
maksey 15 m

3 luas kaplngrya datas 330 m2, bertaky
et tan setagh bechut

Luas Kagling  Pjng Bnga mak
600 mr am
1200 m m
> 1200 o >¥m

Sempadan Terhadap Jalan dan
Bangunan Publix

Sempacan WAy an LA Deramatan
minimal § meter. Uniuk NON perumahan
reremal § meter
Sempadan WrasaD bangunan publh an
menumal setengah dan panyang Facad

Sempadan Terhadap Bangunan Lain
Sempadan terhadap bangunan lan dhiurg
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Urtii persd ool berlaky ketontuan sebage

beriet

Kecxaman persd |~ GSB
<10m L 4&m
< 8Bm 3m

Ketertua® arstedtural yary Seraks Dol
AEAESaN £ ACAaN awsan pemerriatan

pemenniahan dan barkam maksmal 4
fonti Gengan Letrgyan banguren
mahumal 15m

Ketentuan Tentang Pemagaran
Pagar unhuk banguran Pemerntahan dan
Harkaem jarakre 5 m dan Darmia

Ruang Parkir

Setiap banguran Pemerniahan dan
Markam g mesy\aphan tempat parkir
Rk setap 40 m' kas anta

Ruang Terbuka Hija

PemSanguran Kawasan Pemerntatan
Gan Harkam hana dengae Ruang Tertuka
Haauy 15 % can uas han yang slon

odangun
Setiap 100 m' RTH dharuskan minimum
A2 1 pohon Ingo S Mndang,

Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
Pertandngan kas antal selunh
Banguran lerhadap kas ahan yang
hangUA, SNk kawasan Decennishan
Gan Rankam Cengan padatan g
maksiowm 2.0

Koefisien Dasar Bangunan (X08)

Perbandrgan kas ot dasar banguran
Gecgan ks Bhan yang dangun pade

Kawasan Pemenntaran dan Mankam




CO”CI USion City and regional planners need innovation, creativity

and the ability to understand spatial issues

City and regional planning need to recognize it’s
weaknesses & strengths

City and regional need to put the planning into the
global perspective and proactively respond to the
issues/challenge

City and regional planning respond to investment
opportunities:
Strong Visions & Positioning of city
Capitalize on Convergence & Integration of Distribution
& Transportation Industry

Clty striving to be Sustainable Global City (kerja keras):
Adopt & implement Sustainable & Environmentally
Responsive Development
Planning & Development oriented to Mass Transit
System
Build Character & Sense of Place & Vibrancy to City
(semangat)
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Murshal Manaf

- Ternate, 29 Agustus 1967
- Doktor : Urban and Regional Planning Study Program ITB

- Struktural Unibos: Dekan Fak. Teknik 2002
Direktur Pascasarjana 2016

- Mengampu Mk: Studio Perencanaan Wilayah dan Kota,
Perencanaan Transportasi, dan Filsafat lImu PWK

- Praktisi & Narasumber: Kebijakan Pembangunan; Perencanaan
Transportasi; Perencanaan Wilayah dan Kota
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terima kasih

(pelatihan pembekalan dasar sertifikasi
[AP-Sulsel, Feb. 2018)



